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ABSTRAK 

 

Kawin lari oleh masyarakat dusun babeko lebih populer dengan term “laghi 

kawin”. Kawin lari di dusun babeko dalam praktiknya sama dengan kawin lari 

yang terjadi pada beberapa daerah di Indonesia yaitu, seorang laki-laki dengan 

paksaan atau tidak dengan paksaannya akan membawa atau mengajak seorang 

perempuan untuk melakukan lari atau pergi bersama ke suatu tempat dengan 

tujuan untuk menikah, dan kedudukan praktik kawin lari tersebut sama dengan 

beberapa daerah yang menyatakan kawin lari adalah sebuah pelanggaran dan 

penyimpangan hukum, dikarenakan praktik tersebut merupakan penyimpangan 

hukum maka pelakunya akan diberikan sanksi adat berupa larangan untuk 

menyelenggarakan pesta pernikahan (walimah al-„urs). Fenomena tersebut 

menarik untuk dikaji dengan dua pembahasan yaitu, mengapa terjadi praktik 

kawin lari di dusun Babeko, dan mengapa di dusun Babeko dan simpang Babeko 

terjadi perbedaan dalam penerapan sanksi bagi pelaku kawin lari. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan 

pendekatan sosiologis, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik kawin lari 

beserta dampak hukumnya yang terjadi di dusun Babeko dalam konteks adat 

istiadat suatu masyarakat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori 

receptio a contrario yaitu hubungan hukum adat dengan hukum Islam. Adapun 

sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, pertama 

sumber data primer dan kedua sumber data sekunder yang dikumpulkan melalui 

kegiatan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Semua data 

yang terhimpun dianalisis secara kualitatif yang akhirnya menghasilkan data yang 

bersifat deskriptif dan menggunakan analisis. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kawin lari di dusun Babeko 

terjadi disebabkan oleh tiga faktor: Pertama, faktor ingin segera menikah tanpa 

melalui jalur adat. Kedua, hubungan yang tidak direstui oleh orang tua maupun 

keluarga. Ketiga, perempuan sudah hamil sebelum melakukan perkawinan. 

Sedangkan faktor yang melatar belakangi terjadinya perbedaan dalam penerapan 

sanksi larangan menyelenggarakan pesta perkawinan di dusun Babeko dan 

simpang Babeko adalah pemberlakuan sanksi bagi pelaku kawin lari hanyalah 

sanksi yang diterapkan oleh adat, dan tidak menyelahi dari ketentuan Islam 

maupun negara. Sedangkan pergumulan hukum Islam dan hukum adat pada 

larangan praktik kawin lari maupun sanksi yang diterapkan kepada pelaku kawin 

lari berupa larangan menyelenggarakan pesta perkawinan tidak menyalahi dari 

ketentuan dalam Islam. 

 

Kata Kunci: Kawin Lari, Penyimpangan Hukum, Sanksi/Utang, Hukum Adat, 

Hukum Islam. 
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ABSTRACT 

 

The elopement term "laghi kawin" has made the people of Babeko Hamlet 

more well-known. In practice, elopement in the Babeko hamlet is the same as 

elopement in other parts of Indonesia: a man will bring or invite a woman to run 

or go somewhere together with the intention of getting married, Additionally, the 

position on the practice of elopement is the same as that of several other regions, 

where it is recognized as a violation of the law, The perpetrators will receive 

customary punishments in the form of a prohibition on holding weddings 

(walimah al-'urs) because this practice is illegal. This is a fascinating 

phenomenon to investigate through two discussions: why did eloping occur in the 

Babeko sub-village, and why did the Babeko hamlet and Babeko intersection 

apply different penalties to elopers. 

This study employs a sociological approach to empirical legal research, In 

the context of a community's customs, the purpose of this study is to investigate 

the elopement practice in the Babeko hamlet and its legal implications. On the 

other hand, the theory used in this study is theory receptio a contrario, and it 

focuses on the connection between Islamic law and customary law. The primary 

and secondary data gathered through interviews, documentation, and literature 

reviews comprise the first two categories of data used in this study. Qualitative 

analysis of all collected data produced descriptive data and utilized analysis. 

According to the findings, three factors contributed to the practice of 

eloping in the hamlet of Babeko: First, the desire to marry immediately without 

going through the standard process. Second, a relationship that parents or family 

do not approve of. Thirdly, prior to getting married, the woman already had a 

baby. In contrast, the imposition of sanctions on elopement perpetrators is solely 

customary and does not violate Islamic or state regulations, which is why the 

application of sanctions for the prohibition of weddings in Babeko hamlet and 

Babeko intersection differs. In addition, the conflict between Islamic law and 

customary law regarding the prohibition of elopement and the penalties for 

elopement perpetrators in the form of a prohibition on hosting a wedding party do 

not violate Islamic provisions. 

 

Keywords: Elopement, Legal Deviance, Sanctions/Debt, Customary Law, Islamic 

Law. 
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MOTTO 

 

ُٰ ٬َْٙ ٥َب ٹَز٨ُِ ٭ِزَبخُ ََٙ٪ب ٭َجَذَ ٩َِ٪ب ٨ْ٥َ ٹُذْ َٟ ِٙٸ أَسْكِ ا٥ْخُُ٪ٴ٣ِْ،  ٬ِْٙ ٳُخُٴْدَ  اِدْ

 “Kuburlah dirimu di tanah kerendahan, karena sesuatu yang tumbuh tanpa 

dikubur (ditanam) hasilnya kurang sempurna.” 

bury your existence in the earth of obscurity, for whatever sprouts forth, withhout 

having first been buried, flowers imperfectly 

ْٚغ٠ََ ثِزَؤَخُّشِأَدَث٠َِ  ٥َبرُيَب٥ِتْ سَث٠ََ ثِزَؤَخُّش٩َِي٦َْج٠َِ، ٳ٬ْ٢ِ٥ََ ىَب٥ِتْ ٭َ

“Jangan menuntut Tuhan lantaran permintaanmu terlambat dikabulkan. Namun, 

tuntutlah dirimu lantaran terlambat melaksanakan kewajiban.” 

Take not your Lord to task that what you seek is slow in coming, but take yourself 

to task that your manners are slow in coming. 

ْٚ ْٛ ٬ْ٩ِ ٭َ َْٴَائِذُ، ٳَأَ٭ْذَ ٨ْ٥َ رُخْشِ ُٛ ٠َ٥َ ا٥ْ َ٘ رَخْشُ َْٴَا ئِذَ؟١َٺْ غ٠َِ ا٥ْ

“Bagaimana mungkin mendapat hal luar biasa, sedangkan kebiasaanmu belum 

luar biasa?” 

How can the laws of nature be ruptured for you so that miracles resulf, while you, 

for your part, have  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi merupakan proses pemindahan atau pengalihan suatu bahasa ke 

dalam bahasa lain. Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin 

yang digunakan dalam penyusunan tesis ini mengacu kepada Surat Keputusan 

Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 baʼ B be ة

 taʼ T te د

 ṡaʼ ṡ es (dengan titik di atas) س

 jim J je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ذ

 kha Kh ka dan ha ش

 dal D de د

 żal Ż zet (dengan titik di atas) ر

 raʼ R er س

 zai Z zet ص

 sin S es ط

 syin Sy es dan ye ػ

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ؿ

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ك

 ṭaʼ ṭ te (dengan titik di bawah) ه

ً ẓaʼ ẓ zet (dengan titik di bawah) 

ُ ʻain ʻ Koma terbalik di atas 
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ٓ Gain G ge 

ٗ faʼ F ef 

ٛ Qaf Q qi 

ٟ Kaf K ka 

٣ Lam L el 

٧ Mim M em 

٫ Nun N en 

 Wawu W we ٳ

 haʼ H ha ە

 Hamzah ʻ apostrof ء

 yaʼ Y ye ٷ

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 ditulis Sunnah  عٮخ

  ditulis „illah  ٦ّخ

C. Ta’Marbutah di akhir kata  

a. Bila dimatikan ditulis dengan h 

 ditulis al-Mā‟idah ا٥٪ب ئذٯ

علا ٩ٺخأ  ditulis Islāmiyyah 

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis dengan h. 

 ditulis Muqāranah al-maz\āhib ٩ٞب س٭خ ا٥٪زاٱت

D. Vokal Pendek  

ِ kasrah  ditulis  i 

 َ   fathah  ditulis   a 

 dammah ditulis  u    ۥ
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E. Vokal Panjang  

1. Fathah + alif ditulis ā 

عزسغب٫ا   ditulis Istih}sān 

2. Fath}ah} + ya‟ mati ditulis ā 

٭ثٶأ  ditulis Uns\ā 

3. Kasrah + yā‟mati ditulis ī 

ا٦ْ٥ٴا٭ٸ    ditulis al-„Ālwānī 

4. D}ammah + wāwu mati ditulis u˃ 

    ditulis    „Ulu>m                ٦ّٴ٧ 

F. Vokal Rangkap 

1. Fath}ah} + ya‟ mati ditulis ai 

ٕٺشٱ٨    ditulis Gairihim 

2. Fath}ah} + wawu mati ditulis au 

ٝٴ٣    ditulis Qaul 

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

٭ز٨أأ              ditulis a‟antum 

ّذدأ            ditulis u‟iddat 

ؽ٢شر٨ ٫لإ    ditulis la‟in syakartum  

H. Kata Sandang Alif+Lam 

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah  

ا٥ٞشا٫   ditulis al-Qur‟an 

ا٥ٞٺبط     ditulis al-Qiyas 
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b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya. 

ا٥شعب٥خ     ditulis ar-Risālah 

ا٥ٞٺبط     ditulis an-Nisā‟   

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat  

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.  

ٷأٱ٤ ا٥شأ      ditulis Ahl al-Ra‟yi 

  ditulis Ahl as-Sunnah   ٱ٤ ا٥غٮخأ 
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KATA PENGANTAR 

 بسن الله الر حوي الر حين

الحود لله رب العالويي، والصلا ة والسلام على سيدًا وحببٌا هحود وعلى الَ وصحبَ  وسلن أجوعيي. 

 اشهد اى لا الَ الالله وأشهد أى هحودا عبدٍ ورسىلَ. )اها بعد(.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan berbagai hal 

kenikmatan mulai dari nikmat kesehatan hingga nikmat berpikir sehingga penulis 

mampu untuk menyusun dan menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Kawin Lari: 
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dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan pada Program Studi 

Magister Ilmu Syariah, Konsentrasi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan 

Hukum demi memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah Dan Hukum UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta. 

Setelah perjuangan panjang yang penulis lalui  akhirnya penulis dapat 

menyelesaiakan tesis ini meskipun jauh dari kata sempurna. Selanjutnya penulis 

mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi 

memberikan dukungan baik langsung maupun tidak langsung selama proses 

perkuliahan mulai dari awal hingga selesai, terkhususnya kepada: 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang berlaku bagi setiap 

makhluk ciptaannya, perkawinan tidak hanya semata-mata berlaku bagi manusia 

sebagai makhluk yang berakal, melainkan juga berlaku bagi makhluk lainnya 

seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan yang tidak memiliki akal pikiran, 

Allah menciptakan semua makhluknya berpasang-pasangan yang saling 

melengkapi satu sama lain. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur’a>n 

surah Al-Za>riya>t ayat 49 sebagai berikut: 

٫1ٳٳخٺ٬ ٨٢٦ْ٥ رز١شب ص٬٩ ٤١ ؽٸء خ٦ّٞٮٳ
 

 

Suatu akad perkawinan yang sah antara pria dan wanita memiliki 

hubungan yang suci dan kuat, dengan tujuan untuk mengikuti perintah Allah dan 

menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal sampai kematian memisahkan. 

Perkawinan tidak semata-semata terbatas pada hubungan lahiriah yang erat 

kaitannya dengan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan perut (makanan), 

kewajiban dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang nanti 

akan ditempati oleh pasangan suami istri dan anak-anak mereka, dan kewajiban 

untuk memenuhi kebutuhan pakaian, melainkan juga berhubungan dengan 

batiniah yang berkaitan dengan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, 

menebarkan benih-benih kasih sayang dan kecintaan terhadap pasangan dunia 

                                                      
1
 Al-Za>riya>t (522): 49. 
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hingga akhirat.
2
 Dengan dilangsungkan akad perkawinan yang sah oleh laki-laki 

dan perempuan, hal-hal yang sebelumnya dilarang oleh hukum agama 

diperbolehkan berkat akad nikah yang sah.
3
 

Keragaman suku, budaya, adat istiadat di Indonesia pada dasarnya 

mempengaruhi prosedur praktik perkawinan di tiap-tiap daerah di Indonesia, yang 

menjadikan adat perkawinan masyarakat satu berbeda dengan adat perkawinan 

pada masyarakat lainnya. Sama halnya dengan adanya perbedaan suku dan agama 

(Islam, Hindu, Budha, dan sebagainya), praktik perkawinan di Indonesia memiliki 

keunikan tersendiri dalam pelaksanaannya, yang tidak lepas dari pengaruh budaya 

dan lingkungan masyarakat, perkawinan campur, perkawinan bebas (mandiri), 

perkawinan campuran, perkawinan jujur, dan perkawinan lari adalah contoh dari 

berbagai jenis keragaman dalam praktik perkawinan.
4
 

Desa Babeko terbagi menjadi dua dusun, pertama adalah dusun Babeko dan 

kedua adalah simpang Babeko, pada dasarnya kedua dusun ini merupakan satu 

desa yang sama yaitu desa Babeko, namun demikian terdapat beberapa perbedaan 

dalam penerapan adat yang berlaku di desa tersebut, oleh sebab itu peneliti 

memfokuskan kajian ini di dusun Babeko akan tetapi akan menguraikan 

perbandingan antara keduanya. 

Terdapat suatu fenomena yang terjadi baik di dusun Babeko ataupun 

simpang Babeko berupa kawin lari. Kawin lari dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) di definiskan sebagai perkawinan dengan cara melarikan gadis 

                                                      
2
 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1. 

3
 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 9. 

4
 Suriyaman Mustari, Hukum Adat “Dahulu, Kini dan Akan Datang” (Jakarta: Kencana, 

2015), hlm. 25-31. 
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yang akan dikawinkannya dengan persetujuan gadis itu untuk menghindari diri 

dari tata cara adat yang dianggap berlarut-larut dan memakan biaya yang terlalu 

mahal. Walaupun terdapat beberapa faktor masyarakat melakukan kawin lari 

namun demikian salah satu faktor penyebabnya adalah sebagaimana yang 

dijelaskan oleh KBBI di atas. 

Praktik kawin lari maupun penerapan sanksinya pada dasarnya terdapat 

kesamaan yang diterapkan di dusun Babeko dan simpang Babeko, yaitu kawin lari 

merupakan sebuah penyimpangan hukum dan pelakunya akan diberikan sanksi 

berupa larangan menyelenggarakan pesta perkawinan. Namun demikian terdapat 

pergeserah khususnya pada penerapan sanksi bagi pelaku kawin lari yaitu 

larangan menyelenggarakan pesta perkawinan. Pergeseran ini dapat dilihat dari 

data yang penulis temui di lapangan bahwa terdapat satu kasus di simpang 

Babeko, yang mana pelaku kawin lari tetap menyelenggarakan pesta perkawinan 

walaupun dilarang dalam ketentuan adat, sedangkan di dusun Babeko tidak 

terdapat pelaku kawin lari yang menyelenggarakan pesta perkawinan. 

Kawin lari pada ketentuan adat merupakan suatu pelanggaran hukum yang 

dilakukan oleh pasangan yang ingin melangsungkan kehendaknya untuk menikah, 

prosedur pernikahan yang diperbolehkan untuk dilaksanakan adalah prosedur 

pernikahan melalui jalur adat. Oleh karena perbuatan tersebut merupakan 

pelanggaran hukum maka pelakunya akan diberikan sanksi/denda yang salah satu 

sanksinya adalah larangan untuk menyelenggarakan pesta perkawinan (walimah 

al-‘urs). 
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Setiap kitab fikih munakahat membahas tentang pesta pernikahan (walimah 

al-'urs) karena memiliki nilai tersendiri dibandingkan dengan pesta lainnya,
5
 

menghidangkan makanan pada walimah al-'urs, pesta atau acara pernikahan 

merupakan salah satu cara mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas 

selesainya akad nikah.
6
 

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum menyelenggarakan walimah 

adalah sunnah, hal ini disebabkan karena walimah hanyalah kebiasaan yang sudah 

ada sebelum Islam masuk dan diakui oleh nabi untuk dilanjutkan dengan 

menyesuaikan dengan syarat-syarat Islam.
7
 Ketentuan ini didasarkan pada sabda 

nabi yang berasal dari Anas bin Malik sebagai berikut: 

ع٨٦ سأٵ ٦ّٶ ّجذ ٳ الله ٦ّٺٰ ٶّٮٰ أ٫ ا٥ٮجٸ ف٦ الله ٩ب٠٥ سمٸ ٬ث ظ٬ّ أ٭

رضٳخذ ا٩شأح ٸ ٙٞب٣: )٩بٱزا؟( ٝب٣: ٹب سعٴ٣ الله ا٭ حشفٚ ثشٴٗ أّ ا٥شز٪٬ ث٬

(بحؾ٦ّٶ ٳص٫ ٭ٴاح ٬٩ رٱت، ٝب٣:)ثبسٟ الله ٠٥، أٳ٨٥ ٳ٥ٴ ث
8
ٌٚ ٩زٜٚ ٦ّٺٰ،ٳا٦٥ 

 ٥٪غ٨٦
 

Dari keterangan di atas yang menyatakan bahwa praktik kawin lari (laghi 

kawin) merupakan sebuah penyimpangan hukum dalam mewujudkan sebuah 

perkawinan dan merupakan sebuah pelanggaran, kemudian memiliki dampak 

hukum  dari pelanggaran tersebut berupa larangan untuk menyelenggarakan pesta 

perkawinan (walimah al-„urs) menjadi menarik bagi penulis untuk dibahas dan 

dikaji secara komprehensif. Sebab, fenomenologi tersebut akan memberikan 

sebuah pembahasan tentang mengapa terjadi praktik kawin lari di dusun Babeko, 

                                                      
5
 Mansyur Ali, Atta>jul Ja>mi’ Lil Ushu>l fi al-Aha>di>ts al-Rasu>l, Cet 2 (Bandung: Sinar 

Baru Algesindo, 2002), hlm. 919. 
6
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan 

Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana Prenadamedia Graoup, 2006), Hlm. 156. 
7
 Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, hlm. 156. 

8
 Ha>fiz} ibn Hajr al-‘Asqala>ni>, Bulu>gh al-Maram, alih bahasa H.M. Ali (Surabaya: 

Mutiara Ilmu, 2012), hlm. 478. 
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dan mengapa di dusun Babeko dan simpang Babeko terjadi perbedaan dalam 

penerapan sanksi bagi pelaku kawin lari. 

B. Rumusan Masalah 

Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan rumusan masalah yang 

nantinya akan dideskripsikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan terhadap 

fenomenologi yang terjadi di tengah masyarakat khususnya di dusun Babeko 

sebagai berikut: 

1. Mengapa terjadi praktik kawin lari di dusun Babeko? 

2. Mengapa di dusun Babeko dan simpang Babeko terjadi perbedaan dalam 

penerapan sanksi bagi pelaku kawin lari. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menjelaskan alasan masyarakat melakukan praktik kawin lari. 

2. Untuk menjelaskan terjadinya perbedaan dalam penerapan sanksi bagi 

pelaku kawin lari di dusun Babeko dan simpang Babeko dan pergumulan 

hukum adat dan hukum Islam dalam penerapan sanksi bagi pelaku kawin 

lari.  

Adapun kegunaan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan 

sumbangsih khazanah keilmuan bagi mahasiswa, kaum akademisi maupun 

masyarakat dusun Babeko khususnya dalam melihat praktik kawin lari 

yang ada di dusun Babeko, dan melihat tentang perbandingan dalam 
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penerapan sanksi bagi pelaku kawin lari di dusun Babeko dan simpang 

Babeko. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan bagi para 

penulis dalam kajian terhadap praktik kawin lari dan sanksi adat yang 

terapkan kepada pelaku kawin lari. 

D. Telaah Pustaka 

Beberapa karya ilmiah sebelumnya baik berupa artikel jurnal, skripsi, tesis 

dan lain sebagainya sudah banyak yang membahas tentang kawin lari dan dampak 

hukum yang ditimbulkan akibat perbuatan kawin lari tersebut. Secara garis besar 

praktik kawin lari yang ada di beberapa daerah di Indonesia mempunyai 

perbedaan dalam pelaksanaannya, sebagian daerah menganggap bahwa kawin lari 

merupakan bentuk penyimpangan hukum yang harus dihindari, sebagian daerah 

lain menganggap bahwa kawin lari merupakan bentuk adat tradisi yang harus 

dilaksanakan sebelum melangsungkan perkawinan, dan sebagian daerah lain 

menganggap bahwa kawin lari merupakan cara untuk menyederhanakan prosedur 

perkawinan. 

Perbedaan ini dapat dilihat dari beberapa karya tulis sebelumnya baik 

berupa artikel jurnal, tesis dan lain sebagainya yang akan dijelaskan dalam 

penelitian ini. Salah satu karya tersebut adalah tesis yang ditulis oleh Tormenset 

Parlindungan, dalam tesis yang berjudul “Budaya Kawin Lari dan Akibat 

Hukumnya pada Masyarakat Suku Lampung Pepadun di Kecamatan Negeri Sakti 
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Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung”.
9
 Tormenset menyatakan dalam 

penelitiannya bahwa praktik kawin lari pada Masyarakat Suku Lampung Pepadun 

merupakan suatu penyimpangan hukum yang akan diberikan sanksi bagi 

pelakunya. Praktik kawin lari ini terjadi dilatar belakangi oleh beberapa faktor, 

pertama faktor dijodohkan oleh kedua orang tua, kedua faktor persyaratan 

pembayaran pembiayaan upacara perkawinan yang terlalu tinggi, ketiga faktor 

kelakuan buruk dari lak-laki, dan keempat faktor hamil diluar nikah. Sanksi yang 

diberikan kepada pihak laki-laki adalah berupa membayar denda sesuai yang 

diminta oleh perempuan. 

Praktik kawin lari yang berupa penyimpangan hukum berikutnya terdapat 

pada masyarakat suku Bugis di provinsi Jambi. Sefri Noviardi S. dalam penelitian 

tesisnya yang berjudul “Kawin Lari dalam Budaya Siri‟ pada Masyarakat Suku 

Bugis di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi 

Jambi”
10

, Sefri menjelaskan bahwa praktik kawin lari yang terdapat pada 

masyarakat suku Bugis di Provinsi Jambi merupakan penyimpangan hukum yang 

menimbulkan banyak kekacauan dan kemudharatan baik bagi pihak keluarga, 

orang tua, maupun pasangan yang melakukan kawin lari. Sebab efek dari 

perbuatan kawin lari tersebut akan membuat pihak keluarga perempuan memilih 

untuk pindah dari kediamannya. Selain itu perbuatan kawin lari akan 

menyebabkan rusaknya hubungan silaturahmi antara kedua belah pihak keluarga, 

                                                      
9
 Tormenset Parlindungan, “Budaya Kawin Lari dan Akibat Hukumnya pada Masyarakat 

Suku Lampung Pepadun di Kecamatan Negeri Sakti Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung,” 

Tesis Magister Universitas Diponegoro Semarang (2004).  
10

 Sefri Noviardi, “Kawin Lari dalam Budaya Sirri‟ Pada Masyarakat Suku Bugis di 

Kecamatan Nipah Panjang Kebupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi,” Tesis Magister 

Universitas Diponegoro Semarang (2003). 
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bahkan akan menyebabkan terjadinya pembunuhan terhadap salah satu pihak 

keluarga.  

Beberapa faktor yang melatar belakangi maraknya praktik kawin lari yang 

terjadi di tengah masyarakat suku Bugis adalah, keluarga pihak perempuan sudah 

menjodohkan anaknya dengan pilihan mereka, uang lamaran yang tinggi dari 

pihak perempuan, dan laki-laki pilihan anaknya tidak berkelakuan baik. Adapun 

sanksi yang diberikankan kepada pelaku kawin lari tersebut adalah membayar 

denda adat berupa uang untuk digunakan dalam prosesi acara syukuran 

(selamatan),dan diharuskan untuk mengadakan perkawinan kembali. 

Kawin lari yang terdapat dibeberapa daerah di atas yang menunjukkan 

penyimpangan hukum berbeda dengan praktik yang terjadi di Lombok khususnya 

masyarakat sasak. Farida Ariany dalam artikel jurnalnya yang berjudul “Adat 

Kawin Lari “Merariq” pada Masyarakat Sasak: Studi Kasus di Kabupaten 

Lombok Tengah”
11

, Farida menyatakan bahwa praktik kawin lari yang terjadi 

dalam kehidupan masyarakat sasak di Kabupaten Lombok khususnya Lombok 

Tengah merupakan adat tradisi yang dijalankan oleh nenek moyang terdahulu jauh 

sebelum mereka lahir yang harus tetap dilestarikan oleh masyarakat.  

Adapun faktor yang melatar belakangi masyarakat melakukan kawin lari 

(merariq) adalah pertama, merupakan adat tradisi yang harus dijalankan dalam 

perkawinan sebagai bukti bahwa pasangan laki-laki dan perempuan sudah siap 

dan sanggup untuk menjalani bahtera rumah tangga yang akan mereka jalani 

nantinya, dan orang tua pihak laki-laki sudah bersedia untuk menanggung segala 

                                                      
11

 Farida Ariany, “Adat Kawin Lari “Merariq” pada Masyarakat Sasak: Studi Kasus di 

Kabupaten Lombok Tengah,” Jurnal Sangkareang Mataram, Vol. 3 (September 2017). 
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resiko yang dilakukan oleh perbuatan anaknya. Kedua, faktor ketidaksetujuan 

orang tua atas pilihan anaknya. Ketiga, seorang laki-laki dengan sengaja 

membawa perempuan (yang akan dinikahinya) tanpa sepengetahuan perempuan 

tersebut. 

Selain kawin lari yang terdapat di Lombok, kawin lari yang terdapat pada 

kabupaten Halmahera Barat juga merupakan adat istiadat yang harus dijalankan 

oleh penduduknya. Rahmat Abd. Fatah dan Irma Kasim dalam artikel jurnalnya 

yang berjudul “Fenomena Masibiri (Kawin Lari): Studi Kasus di Desa 

Babonehena Kabupaten Halmahera Barat”,
12

 Rahmat menyatakan bahwa kawin 

lari yang terjadi disana merupakan bentuk adat istiadat nenek moyang mereka 

terdahulu yang dijalankan secara turun-temurun oleh masyarakat sehingga harus 

tetap dilaksanakan. Beberapa faktor penyebab terjadinya masibiri (kawin lari) 

antara lain adalah pertama, merupakan warisan adat yang sudah ada sejak lama 

dan sudah dijalankan oleh mayoritas masyarakat. Kedua, adanya pertentangan dari 

pihak keluarga atas jalinan asmara yang dijalani oleh laki-laki dan perempuan 

sehingga mereka memilih jalan masibiri (kawin lari) sebagai jalan keluarnya. 

ketiga, ketidaktahuan perempuan bahwa laki-laki tersebut bertujuan untuk 

menikahinya dengan cara masibiri (kawin lari). 

Selain itu terdapat pula praktik kawin lari yang bertujuan untuk 

menyederhanakan prosesi adat perkawinan yang panjang dan mengeluarkan biaya 

perkawinan yang mahal. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Rukiah dalam 

tesisnya yang berjudul “Lari Kawin dan Dampak Hukumnya dalam Perspektif 

                                                      
12

 Rahmat Abd. Fatah dan Irma Kasim, “Fenomena Masibiri (Kawin Lari): Studi Kasus di 

Desa Babonehea Kabupaten Halmahera Barat,” Journal of Ethnic Diversity and Local Wisdom, 

Vol. 1 (September 2019). 
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Hukum Adat dan Hukum Islam: Studi Kasus pada Masyarakat di Kel. Kampung 

Baruh, Merangin”
13

 Rukiah menyebutkan bahwa pada dasarnya praktik kawin lari 

yang terjadi disana memang merupakan bentuk pelanggaran, baik dari segi adat 

ataupun agama. Namun demikian apabila praktik kawin lari ini tidak dijalankan, 

maka masyarakat akan diberatkan oleh prosesi adat peminangan (nyasat) yang 

sering menyebabkan batalnya perkawinan. 

Kawin lari (lahi kawin) yang terjadi pada masyarakat Kampung Baruh 

dilatar belakangi oleh pertama, tuntutan peminangan dengan cara (nyasat) sangat 

sulit dilakukan oleh masyarakat, sehingga menyebabkan batalnya perkawinan 

yang disebabkan oleh ketidaksetujuan ninek mamak (pihak keluar), selain itu 

kendala lain yang dialami oleh masyarakat adalah kesulitan untuk meminta 

persetujuan (restu) kepada sanak famili dan pihak keluarga yang menyebabkan 

masyarakat memilih jalan pintas agar perkawinan mereka dapat dilangsungkan 

dengan cara kawin lari (lahi kawin). Kedua, alasan masyarakat melakukan kawin 

lari adalah menganggap bahwa praktik kawin lari merupakan adat istiadat yang 

harus dijalankan sebelum prosesi perkawinan.  

Pelaku kawin lari yang terdapat pada masyarakat kampung baruh tidak 

dikenakan sanksi berupa denda atau lain sebagainya, sebab tokoh adat dan 

masyarakat setempat menganggap bahwa kawin lari yang dilakukan oleh 

masyarakat masih dalam lingkungan kampung tempat tinggal mereka. Selain itu, 

maksud dan tujuan masyarakat melakukan kawin lari adalah meminta restu 

kepada pihak keluarga (ninek mamak) agar dinikahkan kepada anak mereka, dan 

                                                      
13

 Rukiah, “Lari Kawin dan Dampak Hukumnya dalam Perspektif Hukum Adat dan 

Hukum Islam,” Tesis Magister Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2019). 
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yang menikahkan mereka bukanlah tokoh agama atau tokoh adat melainkan orang 

tua pelaku kawin lari sendiri. 

Sebuah perbedaan dan perbandingan terhadap penelitian terdahulu 

khususnya terhadap penelitian yang dilakukan oleh Rukiah, bahwa terdapat 

perbedaan faktor yang melatar belakangi masyarakat melakukan kawin lari yang 

terjadi pada masyarakat di Kel. Kampung Baruh, Merangin, dan dusun Babeko, 

Kabupaten Bungo, provinsi Jambi. Perbedaan faktor tersebut adalah  pertama, 

masyarakat dusun Babeko Melakukan kawin lari karena ingin segera menikah 

tanpa mengikuti tata cara dan prosedur dalam ketentuan adat. Kedua, hubungan 

mereka tidak direstui oleh orang tua maupun pihak keluarga. Ketiga, perempuan 

yang melakukan kawin lari sudah hamil sebelum melakukan perkawinan sehingga 

mereka melakukan kawin lari. 

Selain perbedaan faktor yang melatar belakangi masyarakat melakukan 

kawin lari yang sudah dijelaskan di atas, dalam penelitian ini terdapat perbedaan 

dalam sanksi yang diterapkan kepada pelakunya, bahwa pelaku kawin lari yang 

terjadi pada masyarakat di Kel. Kampung Baruh, Merangin, tidak dikenakan 

sanksi berupa denda atau lain sebagainya, sedangkan di dusun Babeko pelakunya 

akan dikenakan sanksi adat. 

Dari keterangan di atas tentang penelitian terdahulu baik yang berupa artikel 

jurnal maupun tesis, didapati bahwa kawin lari pada tiap daerah di Indonesia 

memiliki beberapa perbedaan, sebagian daerah menyatakan kawin lari merupakan 

penyimpangan hukum, sebagian daerah menyatakan bahwa kawin lari adalah 

merupakan adat istiadat yang harus dijalankan oleh masyarakatnya, sebagian 
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daerah lain menyatakan bahwa kawin lari merupakan suatu cara agar masyarakat 

terhindar dari prosesi perkawinan melalui jalur adat yang sulit, mahal, dan 

menghabiskan waktu yang panjang. 

Adapun dalam penelitian ini, penulis mengkaji kawin lari yang terjadi di 

dusun Babeko yang merupakan sebuah penyimpangan hukum dan alasan mengapa 

masih terjadinya praktik kawin lari di dusun babeko, dan mengapa terjadinya 

pergeseran pada pemberian sanksi yang diterapkkan di dusun Babeko dan 

simpang Babeko. 

E. Kerangka Teoretik 

Sebelum menjelaskan kerangka teori dalam penelitian ini, terlebih dahulu 

akan dipaparkan beberapa teori berlakunya hukum Islam di Indonesia, baik teori 

konflik seperti teori (receptie) yang digagaskan oleh tokoh orientalis pada masa 

kolonial belanda yaitu Snouck Hurgronje, maupun teori yang menolak keras teori 

Snouck yaitu teori (receptie exit) yang digagaskan oleh Hazairin.   

Pada dasarnya hukum yang dijalankan di Indonesia menganut sistem 

pluralisme hukum, yang mana terdapat beberapa sistem hukum yang diterapakan 

dan dijalankan oleh masyarakat khususnya antara hukum Islam dan hukum adat. 

Oleh sebab itu terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan berlakunya hukum 

adat dan hukum Islam di Indonesia sebagai berikut:
14

 

Pertama, teori (kredo atau syahadat) yang digagaskan oleh Juhaya S. Praja. 

Adapun pada teori ini Juhaya menitikberatkan pada kewajiban untuk menjalankan 

agama Islam bagi penganutnya setelah adanya pengucapan keyakinan berupa 

                                                      
14

 Abdullah Jarir, “Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia,” Jurnal Al-Ahkam, 

Vol. 14 (Desember-Juli 2018), hlm. 77. 
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kalimat syahadat. Menurut Juhaya S. Praja perumusan teori kredo ini bersumber 

dari beberapa ayat al-Qur‟an salah satunya adalah al-Qur‟an surat ke 1 ayat 5.
15

 

Teori ini adalah bentuk lanjutan dari pada prinsip tauhid yang terdapat dalam 

filsafat hukum Islam. Lebih lanjut Juhaya S. Praja menjelaskan bahwa teori kredo 

ini sangat erat kaitannya dengan teori yang digagaskan oleh H.A.R. Gibb yaitu 

teori tentang otoritas hukum. Sebab menurut Gibb bahwa hukum Islam yang 

diyakini dan dijalankan oleh masyarakat Indonesia merupakan bentuk proses 

perkembangan hukum Islam yang ada di Indonesia.
16

 

Kedua, teori (receptie in complexu) yang digagaskan oleh L.W.C. van Den 

Berg pada masa kolonial Belanda,
17

 dalam teorinya Berg menyatakan bahwa 

hukum adat atau hukum pribumi harus mengikuti hukum agama, sebab jika suatu 

golongan sudah memeluk suatu agama maka ajaran agama tersebut harus masuk 

dalam hukum adat yang dijalankan oleh masyarakat beragama, walaupun terdapat 

penyimpangan-penyimpangan dalam praktik pelaksanaannya. Pemeluk agama 

Islam mengikuti ajaran Islam, pemeluk agama Hindu mengikuti ajaran Hindu dan 

lain seterusnya. 

Ketiga, teori (receptie) yang digagaskan oleh Christian Snouck Hurgronje, 

dalam teorinya Snouck sangat menentang teori yang dirumuskan oleh L.W.C. van 

Den Berg yaitu teori receptie in complexu dan penganut teori ini sebelumnya. 

Snouck dalam teorinya menyatakan bahwa pemberlakuan hukum Islam akan 

                                                      
15

 Ibid., Lihat: Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam (Bandung: LPPM Unisba, 1995), 

hlm. 133. 
16

 Ibid., Lihat: H.A.R. Gibb, The Modern Trends in Islam (Chicago: IIIinois, 1950), hlm. 

32. 
17

 Abdullah Jarir, “Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia,” Jurnal Al-Ahkam, 

Vol. 14 (Desember-Juli 2018), hlm. 82. Lihat: Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam (Bandung: 

LPPM Unisba, 1995), hlm. 134. 
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dapat diterima apabila dikehendaki oleh hukum adat, atau lebih ringkas adalah 

dapat diterapkannya hukum Islam terhadap pemeluk agama Islam atau tidak jika 

hukum Islam tersebut sudah menjadi bagian dari hukum adat. Snouck 

beranggapan bahwa pemberlakuan teori sebelumnya yaitu teori receptie in 

complexu merupakan bentuk ketidaktahuan pemerintahan belanda terhadap situasi 

dan keadaan masyarakat muslim, yang membuat kerugian terhadap pemerintahan 

belanda. Selanjutnya Snock berharap agar masyarakat Indonesia khususnya 

pemeluk agama Islam tidak kuat dalam memeluk agama Islam agar mudah untuk 

menerima peradaban barat.
18

 

Keempat, teori (receptie exit) yang digagaskan oleh Hazairin, teori ini 

adalah teori yang membantah keras teori yang dikemukakan oleh Christian 

Snouck Hurgronje, dengan lantang Hazairin menyatakan bahwa teori yang 

digagaskan oleh Snouk merupakan teori iblis, sebab pengaruh agama memiliki arti 

besar bagi kemerdekaan bangsa Indonesia yang harus dijalankan oleh 

pemeluknya.
19

 

Lebih lanjut Hazairin menyatakan bahwa pada masa setelah kemerdekaan 

bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia khususnya masyarakat muslim 

hendaknya memegang teguh dan mentaati ajaran agama Islam, sebab ajaran Islam 

yang ada di Indonesia bukan merupakan bentuk dari penerimaan hukum adat 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Snouck dalam teori receptie nya, melainkan 

hukum adatlah yang mengikuti hukum Islam. 

                                                      
18

 Khoiruddin Buzama, “Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam di Indonesia,” Jurnal 

Al-„Adalah, Vol. X (Juli 2012), hlm. 467. 
19

 Abdullah Jarir, “Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia,” Jurnal Al-Ahkam, 

Vol. 14 (Desember-Juli 2018), hlm. 87. Lihat. Hazairin, Tujuh Serangkai Tentang Hukum (Jakarta: 

Tirtamas, 1979), hlm. 72. 
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Kelima, teori (receptie a contrario) yang digagaskan oleh Sayuti Thalib,
20

 

teori ini pada dasarnya merupakan bentuk lanjutan dan pengembangan dari teori 

Hazairin yaitu teori receptie exit. Sayuti Talib menyebutkan bahwa ajaran hukum 

Islam akan berlaku bagi orang muslim, dan hal tersebut seusuai dengan keinginan 

moral, batin, dan merupakan bentuk keinginan hukum. Sayuti Talib dalam teori 

ini menyebutkan bahwa pemberlakuan hukum adat dapat dijalankan apabila adat 

tersebut secara normatif tidak melenceng dari ajaran hukum Islam, dan kedudukan 

pemberlakuan hukum Islam sendiri lebih diutamakan dari hukum adat yang 

berlaku ditengah masyarakat. 

Sejalan dengan beberapa teori yang dipaparkan di atas, dalam penulisan 

penelitian ini penulis akan mengkorelasikan fenomenologi kawin lari/laghi kawin 

yang terjadi di desa dusun Babeko provinsi Jambi dengan menggunakan teori 

yang digagaskan oleh Sayuti Talib yaitu teori receptie a contrario. Penulis akan 

mengkaji tentang tinjauan hukum Islam dari praktik tersebut dan interkasi antara 

hukum Islam dan hukum adat di desa dusun Babeko khususnya yang berkaitan 

dengan pelarangan praktik kawin lari, dan dampak hukum yang ditimbulkan 

akibat praktik kawin lari. 

F. Metode Penelitian 

Adapun dalam penulisan penelitian ini, terdapat beberapa metode 

penelitian yang akan penulis gunakan antara lain sebagai berikut: 

 

 

                                                      
20

 Ibid., hlm. 88. Lihat. Sayuti Thalib, Receptio A Contrariorio: Hubungan Hukum Adat 

dengan Hukum Islam (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1982), hlm. 17. 
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1. Pendekatan, jenis penelitian, dan jenis sumber data 

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis (sosio legal 

approach). Pendekatan sosiologis digunakan untuk mengetahui dan 

memahami proses pelembagaan suatu aturan hukum di dalam kontek budaya 

atau adat istiadat suatu masyarakat.
21

 Artinya pendekatan penelitian ini 

menekankan pada proses pencarian dan penyelidikan aturan hukum yang 

berlaku di masyarakat dengan cara mengamati langsung praktik kawin lari 

maupun sanksinya yang berlaku di dusun Babeko. 

Jenis penelitian dalam penulisan penelitian ini adalah jenis penelitian 

kualitatif. Jenis penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan kata 

pada hasil penelitiannya, atau penulisan penelitian yang dihasilkan berupa 

kata, dan bukan hasil yang berupa angka.
22

 Adapun alasan penulis 

menggunakan jenis penelitian ini adalah penulisan ini berupaya untuk 

menjelaskan fenomenologi yang terjadi di desa dusun Babeko yaitu kawin lari, 

dan alasan masyarkat melakukan kawin lari, yang kemudian menimbulkan 

dampak hukum berupa larangan menyelenggarakan pesta perkawinan 

(wali>mah al-'ur}sy). 

Jenis sumber data dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (field research) yang menjadikan data lapangan sebagai data primer. 

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang memahami dan mempelajari 

kondisi keadaan masyarakat sekarang, yang erat kaitannya dengan hubungan 

                                                      
21

 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian ILmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 

2008), hlm 130. 
22

 Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014), 

hlm. 6. 



17 

 

 
 

antara sosial, masyarakat, suatu individu, suatu kelompok dan suatu 

lembaga.
23

  

2. Sumber Data Penelitian 

Terdapat beberapa sumber data dalam penulisan penelitian ini, antara lain 

adalah sebagai berikut: 

a. Data primer adalah data penelitian yang didapati secara langsung oleh 

penulis dari sumber utama (pelaku) dan beberapa responden tanpa adanya 

perantara, dan data ini merupakan subjek yang berasal dari orang 

(manusia).
24

 Adapun sumber utama pada penelitian ini adalah masyarakat 

dusun Babeko khususnya yang pernah melakukan kawin lari, tokoh adat, 

tokoh masyarakat, dan tokoh agama. 

b. Data sekunder adalah data penelitian kedua yang didapati dari sumber 

tertulis, baik berupa artikel jurnal, buku, undang-undang dan lain 

sebagainya, data ini adalah data yang melengkapi sumber data utama (data 

primer).
25

 Data tidak tertulis seperti ketentuan-ketentuan dalam adat, 

peraturan adat, sejarah, sanksi adat, dan lain sebagainya yang berhubungan 

dengan pembahasan ini. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa 

teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut: 

 

                                                      
23

 Husaini Usman Dkk, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2006), 

hlm. 5. 
24

 Gabriel Amin Silalahi, Metode Penelitian & Studi Kasus (Sidoarjo: Citra Media, 2003), 

hlm. 57. 
25

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10.  
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a. Observasi 

Observasi merupakan sebuah proses penelitian yang secara 

langsung dilakukan oleh penulis terhadap objek kajian yang akan diteliti.
26

 

Dalam sebuah proses kajian penelitian, haruslah dikerjakan dengan 

mencukupi dan memenuhi validasi persyaratan tertentu, agar 

menghasilkan pengamatan yang benar dan sesuai realita terhadap objek 

penelitian, dengan tujuan agar hasil yang dihasilkan oleh sebuah penelitian 

dapat menjawab secara sistematis dan komprehensif terhadap 

permasalahan yang diteliti.
27

 

Teknik observasi pada penelitian ini adalah dengan cara 

menghimpun secara langsung data yang berkaitan dengan lokasi dan objek 

penelitian yang akan dikaji dan diamati khususnya terhadap pelaku kawin 

lari dan sanksinya, serta pengamatan terhadap tokoh-tokoh adat, tokoh 

masyarakat, dan tokoh agama yang kemudian akan dilakukan wawancara 

dan dijadikan sampel dalam penelitian ini. 

b. Wawancara  

Wawancara merupakan dialog seputar tanya jawab antara 

pewawancara dengan narasumber (pelaku) dengan tujuan untuk 

mendapatkan informasi seputar kasus yang hendak dikaji dan diteliti. 

Adapun jenis wawancara yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah 

wawancara tanpa struktur. Jenis wawancara tanpa struktur adalah 

wawancara tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara dan 

                                                      
26

 Consuelo G Sevilla dkk., Pengantar Metode Penelitian (Jakarta: UI Perss, 1993), hlm. 

198. 
27

 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 70. 
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narasumber, seperti obrolan sehari-hari yang secara garis besar memuat 

kandungan pembahasan yang diteliti.
28

 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan proses pencarian dan penggalian data 

yang berkaitan dengan objek penelitian, dan dokumentasi erat kaitannya 

dengan sesuatu yang tertulis seperti buku-buku, dokumen-dokumen, 

peraturan-peraturan dan lain sebagainya. Dokumen merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu, dokumen tersebut ada yang berupa tulisan, 

gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.
29

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah dalam mendapatkan gambaran umum dalam 

penelitian ini, maka penulis akan mendeskripsikannya menjadi beberapa bab 

sebagai berikut:  

Bab I: pendahuluan, yang mana memuat latar belakang dari permasalahan 

yang diteliti, rumusan masalah yang memuat beberapa pertanyaan-pertanyaan 

dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang muncul, tujuan dan 

kegunaan penelitian, telaah pustaka yang memaparkan beberapa karya ilmiah 

sebelumya yang berkaitan dengan kajian yang diteliti, kerangka teoretik yang 

digunakan untuk mengkorelasikan teori dan bahasan penelitian, metode penelitian 

dan sistematika pembahasan. 

                                                      
28

 Marzuki, Metodologi Riset (Yogyakarta: PT. Prasetia Widya Pratama, 2002), hlm. 56. 
29

 Sugiyono, Metode Penelitian & Pengembangan Research and Development (Bandung: 

Alfabeta, 2017), hlm. 266. 
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Bab II: landasan teori yang membahas tentang perkawinan perspektif fiqh, 

yang memuat tentang: pengertian perkawinan/pernikahan, dasar hukum 

perkawinan dalam Islam, syarat dan rukun perkawinan dalam Islam, tujuan 

berkeluarga dalam Islam, hikmah melakukan perkawinan. Perkawinan dalam 

hukum di Indonesia, yang memuat tentang: perkawinan menurut Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1974, perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

Perkawinan dalam hukum adat, yang memuat tentang: pengertian perkawinan 

dalam hukum adat, hukum adat perkawinan, beberapa prinsip keturunan pada 

masyarakat adat, beberapa bentuk perkawinan pada masyarakat adat. 

Bab III: penyajian  data berupa gambaran umum desa Babeko, yang 

meliputi gambaran geografis, sejarah dusun Babeko, keadaan sosial dan ekonomi 

masyarakat, keberagamaan dan pendidikan masyarakat, struktur kepemerintahan 

dusun Babeko,  struktur organisasi Lembaga Adat Melayu (LAM) dusun Babeko. 

Deskripsi praktik kawin lari/laghi kawin di dusun Babeko, yang meliputi: kawin 

larilaghi kawin di dusun Babeko, prosedur yang harus dijalankan oleh pasangan 

kawin lari/laghi kawin di dusun Babeko, Utang adat atau sanksi bagi pasangan 

kawin lari/laghi kawin di dusun Babeko, yang meliputi: utang adat bagi pasangan 

kawin lari/laghi kawin, beberapa polemik terkait sanksi adat bagi pasangan kawin 

lari/laghi kawin di dusun Babeko, beberapa dampak buruk yang disebabkan oleh 

kawin lari/laghi kawin, faktor-faktor yang menyebabkan pelarangan 

penyelenggaraan pesta perkawinan (walimah al-urs) bagi pasangan kawin 

lari/laghi kawin. 
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Bab IV: merupakan analisis dari hasil penelitian yang berupa jawaban dari 

pokok permasalahan yang diteliti. Adapun penjabaran pada bab ini yaitu berupa 

latar belakang yang menyebabkan terjadinya kawin lari di dusun Babeko, dan 

pergumulan hukum terhadap fenomena pelarangan praktik kawin lari dan 

sanksinya berupa larangan menyelenggarakan pesta pernikahan (walimah al-„urs) 

di dusun Babeko dan simpang Babeko.   

Bab V: adalah penutup yang merupaka hasil akhir dari penelitian ini, dan 

pada bab ini meliputi kesimpulan dan saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Adapun berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis permasalahan yang 

sudah dipaparkan pada beberapa bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Praktik kawin lari di dusun Babeko terjadi disebabkan oleh tiga faktor. 

Pertama, faktor ingin segera menikah tanpa melalui jalur adat. Kedua, 

hubungan yang tidak direstui oleh orang tua maupun keluarga. Ketiga, 

perempuan sudah hamil sebelum melakukan perkawinan. 

2. Sedangkan faktor yang melatar belakangi terjadinya perbedaan dalam 

penerapan sanksi larangan menyelenggarakan pesta perkawinan di dusun 

Babeko dan simpang Babeko adalah pemberlakuan sanksi bagi pelaku 

kawin lari hanyalah sanksi yang diterapkan oleh adat, dan tidak menyelahi 

dari ketentuan Islam maupun negara. Sedangkan pergumulan hukum Islam 

dan hukum adat pada pelarangan praktik kawin lari maupun sanksi yang 

diterapkan kepada pelaku kawin lari berupa larangan menyelenggarakan 

pesta perkawinan tidak menyalahi dari ketentuan dalam Islam. 

 

B. Saran-saran 

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan 

penelitian terhadap fenomena kawin lari/laghi kawin yang terjadi di dusun Babeko 

yaitu sebagai berikut: 
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1. Kepada pemerintah agar selalu memperhatikan kesejahteraan orang-orang 

yang bergelut dengan bidang adat khususnya Lembaga Adat Melayu 

Dusun (LAM) Dusun Babeko, memperhatikan kesejahteraan khusunya 

dalam bidang ekonomi atau gaji yang layak bagi mereka yang menjabat 

sebagai Lembaga Adat dusun Babeko, sebab beban yang mereka tanggung 

sangat besar baik dalam melesestarikan adat ataupun menyelesaikan 

permasalahan seputar adat di dusun Babeko. Selain itu diharapkan juga 

agar dapat memperhatikan kesejahteraan pegawai syara‟ dusun babeko, 

baik imam, khatib maupun bilal agar dapat mensejahterakan mereka, 

selain mereka berperan dalam menyelesaikan permasalahan seputar laghi 

kawin yang terjadi di dusun babeko, mereka juga berperan dalam hal 

menegakkan nilai-nilai agama ditengah kehidupan masyarakat yang pada 

dasarnya kesejahteraan mereka haruslah diperhatikan. Sebab penulis 

melihat bahwa beban yang mereka emban tidak sebanding dengan yang 

mereka dapatkan dalam hal ini adalah gaji, walaupun mereka tidak 

mengharapkan gaji namun demikian kesejahteraan mereka haruslah 

diperhatikan agar tugas mereka sesuai dengan yang mereka dapatkan. 

2. Kepada masyarakat dusun Babeko, penulis harapkan agar dapat 

menumbuhkan kesadaran hukum bahwa praktik laghi kawin yang sudah 

menjamur ditengah kehidupan masyarakat merupakan perbuatan yang 

menyimpang baik dari segi adat maupun agama. Selain itu, diharapkan 

kepada semua lapisan sosial masyarakat dusun Babeko agar selalu 
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mengingatkan seluruh keluarga untuk meninggalkan praktik kawin lari/ 

laghi kawin yang banyak menimbulkan dampak buruk bagi mereka.  

3. Adapun dalam rangka menumbuhkan kajian hukum keluarga Islam 

khususnya yang berhubungan dengan pembahasan yang penulis kaji yaitu 

laghi kawin yang merupakan penyimpangan hukum dalam perkawinan, 

penulis berharap bahwa kedepannya akan muncul lebih banyak penelitian 

yang lain, sebab ketika penulis melakukan penelitian di lapangan terdapat 

beberapa pembahasan yang menarik untuk dikaji lebih dalam, seperti 

pembahasan tentang adanya kewajiban untuk memberikan uang ketok 

pintu khususnya bagi pelaku laghi kawin yang berasal dari luar dusun 

Babeko.
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